SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



18.

19.

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



22.

23.

24.

25.

26.

27

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



28.

29.

30.

<} N

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan = Penggunaan = Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota
Bandung Nomor Tahun 2023);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 berjumlah
Rp7.699.416.556.575,00 (tujuh triliun enam ratus
sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam belas
juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh
puluh lima rupiah), terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian
sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp7.302.122.702.339,00
b. Belanja Rp7.699.416.556.575,00
c. Surplus/(Defisit) (Rp397.293.854.236,00)
d. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp401.909.854.236,00
2. Pengeluaran Rp4.616.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp397.293.854.236,00
Sisa lebih pembiayaan RpO

Anggaran
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Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar

Rp7.

302.122.702.339,00 (tujuh triliun tiga ratus dua

miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua ribu

tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber

dari:

a.

(1)

(2)

@)

(4)

Pendapatan Asli Daerah;
Pendapatan transfer; dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar
Rp3.448.874.916.482,00 (tiga triliun empat ratus
empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu
empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri
atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar
Rp2.658.126.837.178,00 (dua triliun enam ratus
lima puluh delapan miliar seratus dua puluh enam
juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus
tujuh puluh delapan rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp714.125.117.032,00 (Tujuh ratus empat belas
miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh
belas ribu tiga puluh dua rupiah)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp19.225.897.329,00
{sembilan belas miliar dua ratus dua puluh lima juta
delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus
dua puluh sembilan rupiah).



(1)

(2)

(3)

(1)
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Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
direncanakan sebesar Rp57.397.064.943,00 (lima
puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh
juta enam puluh empat ribu sembilan ratus empat

puluh tiga rupiah).

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, Rp3.848.631.785.857,00 (tiga triliun
delapan ratus empat puluh delapan miliar enam
ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh
lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah),
yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp2.840.961.789.000,00 (dua triliun
delapan ratus empat puluh miliar sembilan ratus
enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
sebesar Rp1.007.669.996.857,00 (satu triliun tujuh
miliar enam ratus enam puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan

ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan
sebesar Rp4.616.000.000,00 (empat miliar enam
ratus enam belas juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(2)

(3)

(4)
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Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp4.616.000.000,00 (empat miliar enam ratus enam
belas juta rupiah).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, direncanakan

sebesar RpO (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp7.699.416.556.575,00 (tujuh

triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar empat

ratus enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu

lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

(1)

belanja operasi;
belanja modal,
belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

Pasal 8
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar
Rp6.741.065.812.066,00 (enam triliun tujuh ratus
empat puluh satu miliar enam puluh lima juta
delapan ratus dua belas ribu enam puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga,;
d

belanja subsidi;

L

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

()

(1)
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Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp2.708.249.765.793,00 (dua triliun tujuh ratus
delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta
tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus
sembilan puluh tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp3.506.812.250.987,00 (tiga triliun lima ratus
enam miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus
lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000
(dua miliar rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, direncanakan sebesar Rp443.097.744.717
(empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan puluh
tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh
ratus tujuh belas rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar
Rp80.906.050.569,00 (delapan puluh  miliar
sembilan ratus enam juta lima puluh ribu lima ratus

enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar
Rp906.335.374.328,00 (sembilan ratus enam miliar
tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh
empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;



(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)
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c. belanja modal gedung dan bangunan,;

d. Dbelanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f.  belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp116.124.994.408,00 (seratus enam belas miliar
seratus dua puluh empat juta sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan
rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
sebesar Rp260.507.748.381,00 (dua ratus enam
puluh miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus empat
puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu
rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan
sebesar Rp373.815.596.461,00 (tiga ratus tujuh
puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta lima
ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam
puluh satu rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
direncanakan sebesar Rp113.158.110.756,00
(seratus tiga belas miliar seratus lima puluh delapan
juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh
enam rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan
sebesar Rp42.728.924.322,00 (empat puluh dua
miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan
ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua
rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar RpO (nol

rupiah).
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Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c¢, direncanakan sebesar
Rp25.112.900.181,00 (dua puluh lima miliar seratus dua
belas juta sembilan ratus ribu seratus delapan puluh satu
rupiah).

Pasal 11

(I) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar
Rp26.902.470.000,00 (dua puluh enam miliar
sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh
ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp26.902.470.000,00 (dua puluh enam miliar
sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh
ribu rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp397.293.854.236,00 (tiga ratus
sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh
tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus
tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan
sebesar Rp401.909.854.236,00 (empat ratus satu
miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus
lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun

anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

16

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah; dan
f.  penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar
Rp401.909.854.236,00 (empat ratus satu miliar
sembilan ratus sembilan juta delapan ratus lima
puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar RpO (nol
rupiah).
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Penerimaan  pinjaman  daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan
sebesar RpO (nol rupiah).
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan
sebesar Rp4.616.000.000,00 (empat miliar enam
ratus enam belas juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;



(2)

(3)

(4)

)

(1)

(2)

17

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh
tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan dana cadangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar RpO (nol rupiah).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp4.616.000.000,00 (empat miliar enam ratus enam
belas juta rupiah).
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar RpO (nol
rupiah).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar (Rp397.293.854.236,00) (tiga ratus
sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan
puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu
dua ratus tiga puluh enam rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih
penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar
Rp397.293.854.236,00 (tiga ratus sembilan puluh
tuyjuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta
delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga

puluh enam rupiah).
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Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran Illa

d. Lampiran IIIb

e. Lampiran IVa

f. Lampiran IVb

g Lampiran Va

Ringkasan penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan
subrincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
Penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, Kkegiatan, subkegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek, dan subrincian objek
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa
Uang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa
Barang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial
Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial
Berupa Barang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Bantuan Keuangan
Bersifat Umum Yang Diterima Serta

Skpd Pemberi Bantuan Keuangan;
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h. Lampiran Vb

i.  Lampiran Via

j- Lampiran Vib

k. Lampiran Vic

l.  Lampiran VII

m. Lampiran IX

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Yang Diterima
Serta Skpd Pemberi Bantuan
Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten,;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Kota;
Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Desa;
Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, dan Sub Rincian Objek

Pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
rincian dana tambahan

infrastuktur ~ menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam

Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
‘Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002




